
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

NOMOR :  3  TAHUN  2014  
 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

NOMOR :  3  TAHUN 2014 
 

 
TENTANG 

 
 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN INDRAMAYU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
BUPATI INDRAMAYU, 

 

 
Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan 

Pasal 18 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana, 
maka dipandang perlu 

membentuk Badan 
Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten 
Indramayu; 
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  b. bahwa berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten 

Indramayu tentang Badan 

Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten 

Indramayu. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945; 

 2. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 14    Tahun 

1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Provinsi 

Jawa Barat (Berita Negara 

Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah 

Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 

1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten 
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dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

2851); 

  3. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 32     Tahun 

2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 32  

Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia    

Nomor 4844); 
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  4.  Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 24    Tahun 

2007 tentang Penang- 

gulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

4723); 

  5. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 38 

Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerin-

tahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 

82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737);  

  6. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 41 

Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007   

Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4741); 
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  7. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggu-

langan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia         

Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

4828); 

  8. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan 

Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

4829); 

  9. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 64 

Tahun 2010 tentang Mitigasi 

Bencana di Wilayah Pesisir 

dan Pulau-pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 

109, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 5154); 


